Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Buk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) XXxxX, XXXXX (XXX
tahun), agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan Xxxxx,

tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) XXXxX, XXXXX (XXX
tahun), agama xxxxx, pendidikan xxxxx, pekerjaan XxxxXx,

tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Buk,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal xxxxx dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku
Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya

suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di
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Desa Bahoruru dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kontrakan di Kelurahan Matano;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
bernama xxxxx, umur 6 tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah
sebagai berikut :

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak
bulan Agustus 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah :

1. Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
2. Tergugat sering mengkomsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat pergi
meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya
yakni sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu pula
Penggugat tidak lagi mrnjalin komunikasi dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk
rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan
terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
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Mengabulkan guratan Penggugat;
2. Menjatukhan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(Xxxxx);
3. Membebankan biaya  perkara ini sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER :
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
telah hadir sendiri di persidangan. Persidangan diawali dengan upaya
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan
penjelasan tentang Mediasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih
dahulu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah
menunjuk Jafar M. Naser, S.H.l. sebagai Mediator, Majelis Hakim

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara
Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi
sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan dan oleh Hakim Mediator Jafar M. Naser,
S.H.l. telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2020 yang

menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap
persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan
dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat

dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
Jawaban secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 di persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar;
2. Bahwa benar;

3. Bahwa benar;
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4. Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 anak dalam pemeliharaan
Tergugat, yang benar anak dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. 5.1 Tidak benar, berikut penjabarannya :
5.2.1 Tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat tidak rukun sejak
bulan Agustus 2019, yang benar bulan Mei tahun 2020;

5.2.2 Tidak benar Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat pencemburu dan Tergugat mengkonsumsi

obat-obat terlarang;

5.3 Tidak benar Bahwa Penggugat keluar dari rumah diusir Tergugat,
yang benar Penggugat keluar dari rumah pamit dengan alasan tidak
tahan dalam rumah karena panas, jadi Tergugat katakan jika ingin

pergi “silahkan”;
5.4 Bahwa benar;

6. Tidak benar tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6, penggugat
dan Tergugat telah di mediasi;

7. (mau bercerai atau tidak);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan
pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap dengan
dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat
mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 di persidangan yang
pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal ..., bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi

Tengah, Nomor xxxxx tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi
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meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Kabupaten

Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku paman Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah
pada tanggal xxxxx di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
berumur 6 (enam) tahun sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
rumah orang tua Penggugat di Bohoruru, kemudian tinggal di Palu lalu
kembali ke Bohoruru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Matano;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun, namun sejak 1 (satu) minggu semenjak pernikahan mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan
tidak harmonis;

— Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu
Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan pria lain dan setiap
cekcok Penggugat diancam dengan parang, bahkan Penggugat pernah
dipukul Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah semenjak berpisah
tempat tinggal dengan Penggugat;

— Bahwa saksi sering melihat dan melihat langsung Tergugat memukul
Penggugat, bahkan pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk,
bahkan setiap kali terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat
menyuruh Penggugat mengurus perceraian serta mengancam dengan
parang;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak
bulan Februari 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima)

bulan;
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— Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi
Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;

— Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka,
akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali
Penggugat;

— Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Saksi 2, xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Kabupaten

Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku adik kandung Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah
pada tanggal xxxxx di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
berumur 6 (enam) tahun sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
rumah orang tua Penggugat di Bohoruru, kemudian tinggal di Palu lalu
kembali ke Bohoruru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Matano;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun, namun sejak 1 (satu) minggu semenjak pernikahan mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan
tidak harmonis;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu, Tergugat menuduh
Penggugat punya hubungan dengan pria lain,Tergugat juga suka minum
minuman keras, setiap kali cekcok Tergugat menyuruh istri pergi ke rumah
orantua bahkan Tergugat pernah mengancam dengan parang serta
menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai serta semenjak berpisah

tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
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— Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cek cok dan
melihat Tergugat memukul Penggugat, juga pernah melihat Tergugat
mabuk mabukan;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak
bulan Februari 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima)
bulan;

— Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi
Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;

— Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka,
akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali
Penggugat;

— Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan

mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat mengajukan alat
bukti saksi yaitu 1 (satu) orang saksi;
1. Bukti Saksi
Saksi 1, xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi
Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku paman Tergugat;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah
pada tanggal xxxxx di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
berumur 6 (enam) tahun sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
rumah orang tua Penggugat di Bohoruru, kemudian tinggal di Palu lalu

kembali ke Bohoruru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Matano;
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— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun, namun sejak Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;

— Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat
sudah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak
bulan Mei 2020 sehingga mereka telah berpisah selama 5 (lima) bulan;

— Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali rukun kembali
hanya saja tidak pernah menasehati Penggugat;

— Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka,
akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap
dengan jawabannya, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
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memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami merupakan Asas Personalitas Keislaman, maka perkara
ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bungku untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha
mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 vyang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas,
berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat,
Ketua Majelis juga memberikan kesempatan melalui mediasi di pengadilan
dengan menunjuk Hakim Mediator (Jafar M. Naser, S.H.l.) untuk melakukan
upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses
mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil
mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk
berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, hamun upaya perdamaian tersebut
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tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,
pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini

patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat
pencemburu yang berlebihan dan Tergugat sering mengkomsumsi obat-obatan
terlarang yang akibatnya pada bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama pisah antara Penggugat
dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat
Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada

pokoknya Tergugat tidak membenarkan memiliki sifat cemburu berlebihan dan
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tidak membenarkan menggunakan obat-obatan terlarang, serta membantah waktu

awal perselisihan dan pertengkaran yaitu Mei 2020;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
memberikan Replik secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 yaitu Penggugat yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan Duplik secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo
adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat telah
memberikan Replik secara lisan tertanggal 21 Oktober 2020 yaitu Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan
layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan
Tergugat adalah antara Penggugat telah memberikan Replik secara lisan
tertanggal 21 Oktober 2020 yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis
mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f)
PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu
pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan

kedua, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri,
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karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan

saksi keluarga;

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut
yaitu Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal
1865 KUHPerdata maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang

sama untuk dapat membuktikan dalil gugatannya dan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi

sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah
bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun
membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut
harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan
perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah
mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta
otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan
Agama Bungku oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi

Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
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cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal xxxxx tercatat di KUA
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh
karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285
R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan

hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat,
maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan
(persona standi in judicio) dan patut menjadi pihak (legal standing) dalam perkara
ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai

dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan
kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing
memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu)
minggu setelah menikah Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan,
melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pernah mengusir Penggugat untuk
Kembali ke rumah orang tua Penggugat, suka meminum minuman keras, dan
Tergugat tidak lagi memberikan nafkah semenjak Penggugat dan Tergugat
berpisah yang akibatnya pada bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi
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meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha
keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi
kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang
lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan
Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagaimana akan

dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat,
maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan
(persona standi in judicio) dan patut menjadi pihak (legal standing) dalam perkara
ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai

dalil pokok jawaban Tergugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan
kepada Tergugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata sudah
dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di

bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
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formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat

dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai
pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan
Tergugat tidak lagi bersama dan tidak serumah serta Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah yang akibatnya
pada bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang
sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta
yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg dan Asas
"Unus Testis Nulus Testis”, maka pembuktian Tergugat berdasarkan 1 (satu)
orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil pembuktian. Karenanya

bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,
bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat di KUA
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

pada tanggal Xxxxx;

2. Bahwa sejak 1 (satu) minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki
sifat pencemburu yang berlebihan, melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, pernah mengusir Penggugat untuk Kembali ke rumah orang tua
Penggugat, suka meminum minuman Kkeras, dan Tergugat tidak lagi

memberikan nafkah semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah;
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3. Bahwa sejak puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak lagi

menjalani komunikasi;

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan
demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasi
sebagai “telah pecah” (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat
dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
sejak bulan Agustus 2019/1 (satu) minggu setelah menikah karena Tergugat
memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, melakukan kekerasan dalam rumah
tangga, mengusir Penggugat dari kediaman bersama, suka meminum minuman
keras, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah semenjak Penggugat dan
Tergugat berpisah dan sejak bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan sejak saat itu Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bermula dari kebiasaan Tergugat yang suka minum
minuman keras yang mengakibatkan Tergugat ketika dalam keadaan mabuk
(setelah  meminum minuman keras) dapat memicu perbuatan kasar verbal

maupun non verbal yang dapat melukai fisik dan psikis Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan
rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama lebih dari 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat
telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi
mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan
mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar ketimbang kebaikan
(maslahat) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang
berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri,
sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap
maslahat sebagaimana gaidah fighiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan
Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

claslcla Jde odoanle wlle
Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat

dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam
bukunya Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyabh,
halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:
el Cun g mla V5 milaal ady aa ol 5 Goa 5 3 Blaldl Gkl s (33Ul Gl 23LWY) Jlis) A
138 5 25all Gaaally Cpm s aal e aSas of sline 1 paiuY) OF 755 s (e 83 sl Aay

Alaadl #5504

Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian

sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
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perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah
hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam
pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung
oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang
memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan

pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh Sunnah:
Ol D ¢ Lagllial b pdal) ) 2 dxa g laiin ¥ L L 5 W) ) il Aa g 3l el 1)
e ey ol Gf ) Al ddll oSl el Mia s 3 Ell oLlEl e ks
Legin Z3LaY)

Artinya: “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang
berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh
meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang
didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak

kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya untuk
mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar
bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat,
yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada kitab

Ghoyatul Marom :

il mldllgle sl lea g3l dia g3l e ) aae MBEI1Y)
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Artinya: dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah
tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru

akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah
hukum “bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang
telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi
petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk
dirukunkan kembali, dan dalam agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir
lagi dan tidak mengajukan alat bukti untuk mempertahankan Jawabannya agar
tidak bercerai, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan

Penggugat dengan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan
dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran
a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan
tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat
catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
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Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat,

sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan

dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat

(Xxxxx);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Derry Briantono, SH
sebagai Ketua Majelis serta Fauzi Prihastama, S.Sy dan Aris Saifudin, S.Sy
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota, dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.l sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, SH
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy Aris Saifudin, S.Sy
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Panitera Pengganti

Suad, S.Ag., S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
2. Proses ‘Rp 65.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
3. Panggilan :Rp 300.000,00
4. Redaksi :Rp 10.000,00
5. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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